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SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Menimbang :

Mengingat

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

&

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan
RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
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7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB 11
PERUBAHAN RKPD
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2024, dijadikan sebagai:
a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2024, perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
dan

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan Il Tahun 2024.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan rencana kerja.

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
c. BABI Pendahuluan;
d. BABII Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
e. BABIII Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
f. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
g. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
h. BAB VI Penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB 11l
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 17 Juli 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

rd
ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011
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Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Sekretaris DPRD Kota Samarinda

Inspektur Daerah Kota Samarinda

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Camat Se-Kota Samarinda
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SURAT EDARAN
Nomor: 000.7.2.4/1992 /300.01

Tentang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun
Perubahan APBD Tahun 2024,

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai
berikut;

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 berkoordinasi
dengan BAPPERIDA Kota Samarinda.

2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan (RKA-P) Tahun 2024;

3. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai dengan
sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)

4. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 13 Juni 2024
WAKIL WA%KOTA,

7 4

N /
- /Rusmapi
Gedung Balaikota, JI. Kesuma Bangsa No. 82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota

Kota Samarinda, Kode Pos 75242
Kalimantan Timur




Lampiran 1

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda

2. Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
Samarinda

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda

10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda

14. Dinas Perikanan Kota Samarinda

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda

16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda

17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda

21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kecamatan Palaran

Kecamatan Samarinda llir

Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan Samarinda Ulu

Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sungai Pinang

. Kecamatan Samarinda Kota

. Kecamatan Loa Janan llir

SEENSHRENSSENS




Lampiran 2

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB I

BAB il

BAB IV

(Perubahan Renja-PD)
sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan
kerangka ekonomi daerah

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan Il Tahun Berkenaan
Memuat kompilasi hasil evaiuasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan |l tahun 2024

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok
sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan
prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung,
belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

Penutup
Memuat hal-hal yang dianggap periu sesuai dengan kebutuhan




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota
Telp.(0541)733926 Fax.(0541)733986

SAMARINDA
75121
—_—  kmsi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/3333/300.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024;
b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu
dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembran negra
Republik Indonesia Nomor 6841) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 111);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repblik
Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 59 Tahun
2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah:

20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2023-2024:

21.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015
Nomor 04);

22 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021/);



23.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

24.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026:

25.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024-2026;

27.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024,

28.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

29.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU - Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana terlampir.
KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah
1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra
SKPD;
2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda;
3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta
dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan



dan Aset Daerah Kota Samarinda;

4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;

5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
yang diperoleh dari hasil musrenbag tahun 2024;

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan
Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

KETIGA . Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda Tahun 2024 bertanggungjawab dan melaporkan hasil
kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA BADAN
) NGAN DAN

Tembusan Yth:
1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;




SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

LNO Kepa o s e
1 | Kepala BPKAD Ketua
| 2 |SekretasBPKAD Sekretaris |

3 | Kabid. Anggaran o Anggota

4 | Kabid. Perbendahraan Anggota

5 | Kabid. Akuntansi Anggota ]
L 6 | Kabid. Aset Anggota

7 | Perencana Ahli Muda Anggota

8 | Subbag Umum dan Kepegawaian Anggota
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PEN TAR

/
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun Zg%entang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata C/ a Evaluasi/Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjal}g’ Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubah/z;n Rencana /Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengdh Daerah, dag Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda
telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja ini disusun dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2021-2026, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-
2026, dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini, diuraikan tujuan, sasaran, program,
kegiatan, sub kegiatan, pendanaan, dan indikator kinerja dari masing-masing satuan unit kerja di
lingkungan BPKAD Kota Samarinda yang terdiri dari 4 (empat) Bidang. Oleh karena itu,
Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini perlu disusun sebagai komitmen yang ingin diwujudkan
oleh pimpinan dan seluruh satuan unit kerja.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.
Dokumen ini akan dilaksanakan oleh BPKAD Kota Samarinda sebagai dasar atau tahapan awal
untuk menyusun Rancangan Akhir Renja setelah dilakukan pembahasan dalam Forum SKPD
maupun Musrenbang RKPD, dan akan menjadi dokumen akhir Renja (final) setelah

ditetapkannya RKPD Tahun 2024.

Samarinda, 5 September 2024

Kepala BPKAD amarinda
OHIM Si
» NIP.19650502 198902 1 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ¥4

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset/ﬂaerah Kotd Samarinda
(BPKAD) yang selanjutnya disebut Renja Kerja Badan Pen%e(olaan Keua;Zan dan Aset
Daerah Kota Samarinda (BPKAD) adalah dokumen erencanaarb/ Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) untuk periode 1
(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda (BPKAD)untuk menyusun Renja Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda (BPKAD), Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani
perencanaan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
(BPKAD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD),
meliputi:

a. persiapan penyusuman;

b. penyis\unan rancangan awal;

C. pen rusunan ra)&'&angan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.p rumusap”i‘ancangan akhir; dan

f. netapan.
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Renja BPKAD Kota Samarinda juga merupakan rencana_kerja
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah di
dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD/kota S?d'narmda
Tahun 2021-2026. /

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perenaénaan pembangunan
tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan Kkonsisténsi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggagn Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen
ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah
beserta pendanaannya.

Bagi BPKAD Kota Samarinda, Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan
pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja BPKAD dalam rangka
mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024. Mengingat RKPD
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka
RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Pemerintah Kota Samarinda, RPJMD
Pemerintah Kota Samarinda, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun
2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja
SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh
karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana
strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD). Sebagai
rencana operasional, Ranwal RKPDmerupakan pedoman awal dalam penetapan
RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran
Sementara dan RAPBD.

Selanjutnya Rankir Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan
Renja SKPD melalui .Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun
Musrenbang RKPD yéng kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD
dan keﬁudlan dlt;etapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui
pem;épan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota
Samarinda Tamm Anggaran 2024,
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset D;IMMMAri
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun/ 2021 entang
Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun /2&21 - ?{)26 dan
Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 202%/tentang edudukan,
Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bada){Pengelola n Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda, dimana BPKAD Kota San’qarinda mertpakan unsur

pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai
perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yaitu misi ke-3:
“Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan

bebas Korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi
capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas
perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kota

Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.

Dasar Pertimbangan Perubahan

Renja Perubahan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa
pertimbangan strategis yang berkaitan dengan perubahan kebijakan, dinamika
ekonomi, dan hasil evaluasi kinerja tahun berjalan. Berikut adalah dasar-dasar yang

menjadi pertimbangan perubahan:

a. Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah
Adanya kebijakan baru di tingkat nasional dan daerah memengaruhi perencanaan
penge*;laan keuangan dan aset. Sebagai contoh, regulasi fiskal yang diterbitkan
pemfe',rintah pus?,t,’termasuk kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya, dapat berdampak langsung pada
pezdapata?-":jan pengelolaan belanja daerah. Di tingkat daerah, perubahan

ebijakan’terkait prioritas pembangunan juga memerlukan penyesuaian terhadap
f ] 4 g

fff‘alokaﬁi':'mggaran dan strategi pengelolaan aset.
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b. Kondisi Ekonomi Makro dan Mikro - T~

Perubahan dalam kondisi ekonomi, baik di tingkartinasic')nal l;v(a/upun'd‘aerah,

J
seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, fluktuasi harga’ komoditas, serta

meningkatnya tingkat inflasi, memberikan tekanan pada kapasitas fiskal daerah.

Hal ini mengharuskan penyesuaian rencana pengeluaran dan strategi peningkatan
PAD agar dapat menyeimbangkan kebutuhan belanja (la'érah dengan/sumber daya
yang tersedia.

¢. Dinamika Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah yang dinamis membutuhkan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kebutuhan pembangunan yang mendesak,

seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penanggulangan
dampak sosial-ekonomi akibat pandemi, memerlukan penyesuaian dalam alokasi
anggaran dan strategi pengelolaan aset yang lebih adaptif.

Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Kota Samarinda pada tahun 2024 diperkirakan akan

mengalami beberapa perubahan yang berpengaruh pada penyusunan Renja BPKAD,

antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Diproyeksikan terjadi pemulihan ekonomi pasca
pandemi, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya stabil.
Ketergantungan ekonomi Samarinda pada sektor pertambangan dan energi
memerlukan perhatian khusus, mengingat fluktuasi harga komoditas.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah dihadapkan pada tantangan kondisi ekonomi
masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, peran investasi dan
kontribusi sektor swasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD.

c. Dana Transfer Pusat: Kebijakan pemerintah pusat mengenai transfer dana ke
daerih, terutama terkait alokasi DAU dan DAK, masih dipengaruhi oleh upaya
des?’ﬁtralisasi ﬁs}&nl dan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif,

d. Inflasi dan /Biaya Hidup: Inflasi yang meningkat diperkirakan akan
ly/:mpenga}r{;hi daya beli masyarakat serta biaya operasional pemerintah. Ini

;fl‘nemerl/pﬁ'an penyesuaian dalam penganggaran untuk mempertahankan

/ stabil,if;as ekonomi daerah.
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1.2 Landasan Hukum =

Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistém Per /ncanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik ln/d(;nesia T?’zfm 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun.lé09 tentang/Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembran negra Republik Indonesia Nomor 6841) ;

7. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lemt;aran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Per?turan Pemevﬂltah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lémbaran Ijégara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
yémbaran plegara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. /Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

/ Daeraﬁ [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023&%@ etentuan
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik"l'ndon 81
Nomor 85); //

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaﬁsanaan %encapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negafa Republik Indonesia

tahun 2022 Nomor 180); f

13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 20.23 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 111);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nmor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Repblik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 59 Tahun 2021
tenta‘)g Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahgin 2021 Nom8r 1419);

19. Keputusan l\@eﬁfteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang

ruhahaq,Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
entang, F[/asil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

/ Kodeﬁ‘kas: dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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20.

21

22.

23

24,

25.

26.

27.

28.

29.

i

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timurmmr 1 un ang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timut Tahun 2023-
2024; /

f
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun ZQ/fS tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samari /; Tahun /2005-2025.
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomgx%f); /

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 teﬂtang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
(Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur:
64.72/1/18/2/2021));

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuaggan dan Aset Daerah;
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menyestaikan encana
kerja BPKAD sesuai dengan perkembangan terkini yang memerkfican perfyesuaian
strategi dalam rangka: //

a. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan }(/euangan enyesuaian
dilakukan untuk menjamin bahwa program-progranyfang dilaksanakan BPKAD
sejalan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan &aerah terkini.
Dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal, diharapkan
anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat guna.

b. Merespons Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah: Perubahan kebijakan di
tingkat pusat dan daerah, termasuk regulasi fiskal dan pengelolaan aset,
menuntut BPKAD untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi perencanaan
dan implementasi program kerja agar tetap sejalan dengan arah kebijakan
tersebut.

c. Menjaga Keseimbangan Fiskal Daerah: Dalam konteks perubahan ekonomi yang
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari
pusat, Renja Perubahan BPKAD perlu memastikan pengelolaan fiskal daerah
tetap stabil, dengan kebijakan yang fleksibel terhadap fluktuasi ekonomi.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2024 adalah:

a. Menyesuaikan Target Kinerja: Agar lebih realistis dengan mempertimbangkan
perubahan alokasi anggaran dan kondisi ekonomi daerah.

b. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset: Melalui
perencanaan yang adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan.

¢. Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah: Menjadikan BPKAD sebagai aktor
utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengelolaan

keuangan yang berkelanjutan dan pengelolaan aset yang produktif.
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1.4 Sistematika Penulisan = ﬁ . ,:—[/
Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024'mengacu pada
/ ;’

Permendagri Nomor / /

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penge}]ﬂ/alian, dah Evaluasi

Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah s;ﬁagai beril7a'!t:

BAB1 PENDAHULUAN ‘f/
Memuat penjelasan tentang maksud, tujuan dan dasar” Pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan Kerangka
Ekonomi Daerah.

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

2024

Memuat kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) tahun 2024 sampai
dengan Triwulan Il tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (BPKAD) Kota Samarinda
Memuat Kkegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan,
penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang
tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas
daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas
yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung
dan pengeluaran pembiayaan.

BAB 1V PENUTUP
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TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (BPKAD) KOTA SAMAR!N{)A /

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan l.(/s./ uangan dar}/ Aset Daerah
Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il secar# umum masih
selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan
terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja
kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka
perencanaan strategis.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang
optimal,selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan.
Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi
dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa
program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal
ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran
dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan
terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang
pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin
pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan
barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga
merupaygn unsur te}*penting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada
setiap [éeraturan d;rh kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daer?’h Kota Samarlnda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan
ou’tzbme atas 5apalan target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi

pe yedlaa}a juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring
g{,g.md‘;é_yang_t_e 43 berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada.

// %m nisasi dalam set:apﬁ:mg&\ parencanaan men;adl pola rutin karena Badan
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Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samannda sebaga1 un r pe n]ang
mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyaf'kat um m guna
menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangén dan Aset Daerah
Kota Samarinda. /

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan rp{ogram/ke latan yang
mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disampin&ealisasi fisilfnya juga tidak
mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang
diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang
tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan
peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program /
kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan  Keuangan

dan Aset Daerah KotaSamarinda guna mengakomodasi serta
menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan
penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran
perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran
per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana
kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada
beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD
Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi
pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja
pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada
peraturaﬂ/ kebijakan ;ang ada.

/‘Pada tahu? /2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan
kegla}an sesuai b/dang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan
target sasarar}’yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kota
Salil{rmda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran

/glam bg belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan
/

npyéan bagl PNS Ba&anﬁe\elolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
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Samarinda adalah sebagai berikut :

(Semester 1) tahun 2024 pada Badan Pengelolan keuangan dan

/

/
Target R;alisasi
Senpas Kia;nreg:]:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capalan Program dan
(Outcome)/ Kegiatan Program .
PemerintahanDaerah dan Kegiatan per
(Output)/ SubKegiatan (Renstra
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Triwulan 11
(Specific Output) PD) Tahun
Kegiatan 2024 Tahun
2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai IKM 85 85
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Nilai AKIP 73 Nilai 50.75
Kinerja Perangkat Daerah :
E;?g{:'ﬂgg?:#ﬂ en Rezes . Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Jumlah Laporan LAKIP 1 dokumen 1 dokumen
Kinerja SKPD
P - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan 12 Laporan 6 Laporan
. " . Jumlah Orang yang Menerima Gaji
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 81 Orang 81 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 52 oran 52:0r8h
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN g g
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Fhaseian PigBar
Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan P P
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumiah Laporan 4 Laporan 2 Laporan
i i Jumlah Paket Komponen Instalasi
i?:g}.‘;j?:: Kom:n:nB?;Instﬂla;;mwr Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 6 Paket
crang: gunan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 62 et Shaket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Junﬂah.l"a!{el _Bahan Loipjotik Eatilor 5 Paket 5 Paket
vang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan vang Disediakan ekt 2Bakst
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumish Dekomesi B Hapanx dan 4800 Surat Kabar 2400 Surat
= Peraturan Perundang-Undangan yang
Perun -undangan EA Dokumen Kabar Dokumen
i - Disediakan
7 g . .
Fasilitasi Kunjungan Tasu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 10 Laporan 6 Laporan
] F Tamu
7 4 . Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Py ‘::ﬁ:ggm SKPEE 'IIJR +Eoadinan 35 RaJumlah Laporan Penvelenggaraan 50 SPPD 28 SPPD
cnsntast 7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Laporan Rencana Kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang 1lsparan 3iameran
7 7
I{' Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 75 Unit 20 Unit
/ 4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5 1
Pomeiiatabinn Basrh Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan poran
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumiah Laporan P enyediaéfl" ek il
Air dan Listrik ’ Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan / ~1 18 Laporan
) Listrik yang Disediakan 4
Target R::li_sgsi
o Kinoria
Sl Indikator Kinerja Pro Capaian W
Kode Urusan/ Bidang Urusan " (oton __!r_l mg:am Program - Program dan
PemerintahanDaerah dan : fuecnme)/ Koglal S Kegiatan per
S1Tici; ; (Output)/ SubKegiatan (Renstra 3 :
Program/ Kegiatan/ Sub : : S Triwulan 11
> Segat ; (Specific Output) PD) Tahun bz
Kegiatan : 2024 - Tahun
: : 5 2024
Jumlah Laporan Penvediaan Jasa @& ‘/
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 5 Laporan 3 Laporan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 5 Laporan 3 Laporan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urisan Pemerfatahan Daerah Laporan Pemeliharaan 12 Laporan 6 Laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ) .
Pemeliharazn, don Pajak Kendumun Jumla-h I(endaraag Perorangan Pm.us ) )
. 3 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 66 Unit 18 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas ey : i
Tabatin Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . .
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Feimlah i, Dm_as (?pera sional . .
Kendaraan Dinas Operasional atau alau Lapangan yang Dipelihara dan 66 Unit 18 Unit
L dibayarkan Pajak dan Perizinannya
pangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Juﬂﬂah.Pﬂ?lam G Mesin Laaruryn 2 Unit 1 Unit
yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi '
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1 Unit
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Laperss Keusngan Dacrah o 5 3 Eapoean
DAERAH MAREAD pors
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Jumlah Dekumen Penyusunan
Anggaran Daerah Rencana Anggaran Daerah 2 Dokinen 2 Dokomen
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
- % 1 Dokumen 0 Dokumen
PPAS yang Disusun
Koordinas: dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Y dakiivia 0 dokumen
KUA dan Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang Disusun
gl(énArc'i;n!z;},)Pmyusman dan Verifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 dokumen O dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Venfikasi Jumlah Perubahan RKA-SKPD vang 1 dok 0 dok
Perubahan RKA-SKPD Diverifikasi hisy SRR
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi A i :
DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 1 dokumen 0 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di 1 dokimar O ki
Perubahan DPA-SKPD Verifikasi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang
Daeralptentang APBD dan Peraturan Kepala | APBD dan Peraturan Kepala Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen
Daerah tentang Penjabaur;?‘\PBD tentang Penjabaran APBD
};:0 - te;lt:::g g{?\?bf};én ilﬁgglg:nn Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan 2 Dokumen 0 Dokumen
B Kepala Da@r'ah ientang Kepala Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahdan APBD
oordinasi dan Pényusunan Regulasi serta Jumlah Regulasi serta Kebijakan
/Kebyakan Bidafig Anggaran Bidang Anggaran 4 Lokarmen 3 Pokuamen
[ ; i Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Perencanaan Penganggaran .
’ . Pembinaan Penganggaran Daerah 150 orang O orang
/ Daerah P?ﬁennlﬂh Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan Jjumlah Buku juknis dan Laporan
Perbendaharaan Daerah Pertanggungjawaban APBD 5 jens uloy & lanls Bakn
g i i
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Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Dokumen Hasil K oordinasi —_

~——

y —}Dokume% ] I'I%Aumen

dan Pengelolaan Kas Daerah
1 . ; Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Pengel Sisa Lebih Perh : : :
A gdolﬂ‘f{.’ahf: Schcllm;\_;m“ga“ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 1 lapordn laporan
2 Tahun Se_be]umnya
Target Realisasi
Kinerja Target
Urusan/ Bidang Umgn : Indilutor llnerh I’mjﬂm Capaian Kinerja
Program/ xoglmn/m (Output)/ Snﬁl{eﬂttan (Renstra Kegiatan per
: Kegiatan (Specific Output) PD) Tahun Triwulan 1l
A _ Mis> 2oalE ' 2024
. : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan ;
Penib?t?n Anggaran Kas dmg] SPD g;nDI’encrbmn Anggaran Kas dan 1 Dokumen 1 Dokumen
3 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan
Penatausahaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Duszah 1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, T Elen Eaail JoEN Rl K
; o A R Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan = S i o .
: : Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan :
: Fai. Pengelolaan Dana Perimbangan dan
dan Dana Transfer Lainnya ;
. Dana Transfer Lainnya
L ) . Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, I.’elaksar.xa_an Ke.r]_asanjm dan Pelaksanaan Kerja Sama dan
pemantauan Transaket Non Tunai dengan | by nuan Transaksi Non Tunai 1 Dok 1 Dok
L Keusnau ¢ dan Lasibaga uan Transaksi . okumen okumen
Keiiansin Buk gan 1 dengan Lembaga Keuangan Bank dan
gan Bukan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
B Pemungutan/Pemotongan dan
J,
Knmtdmr_m dan.l enyusunan [.aporan i Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas . S
: (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan 5 1laporan 1laporan
) dalam rangka Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan 2 % .
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sealivnal Femert dan Pengeluaren
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
B - B Ketiga (PFK) o ]
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Pelaksanaan Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Daerah yang Timbul Akibat
Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pengelolaan Kas, Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penempatan Uang Daerah sebagai Analisis Pembiayaan dan Penempatan
Optimalisasi Kas Uang Daerah sebagai Optimalisasi
Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah Dokumen [lasil Rekonsiliasi
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pemotongan Atas SP2D) dengan Instansi serta Pemungutan dan Pemotongan 1 Dokumen 1 Dokumen
Terkait atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkailan dengan Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penenimaan dan Pengeluaran Kas serta | 1 Dokumen 1 Dokumen
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub | Penatausahaan dan
Kegiafh Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
£
: Jumlah Orang yang Mengikuti
5 am m:%eumgnn Pembinaan Penatausahaan Keuangan 200 org 200 org
'/ e 7 Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Buku Juknis dan Laporan 3 buku 3 buku
dan Pelaporan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban APBD
7 el . . Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
;S::ms' Pde;gl\;mm:lnu:kunél;nsll)umh Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan 36 Laporan 36 Laporan
cnma?n cugelnaran Ras dan Pengeluaran Kas Daerah
| Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 12 Dokumen 12 Dokumen
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Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban ——— - / ol
Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD Pclaksanaan APBD Bulanan, 18 Lapora 9 Laporan
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Triwulanan dan Semesteran
: Target “""ﬂm"’.‘“
oY , s Kine
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m;"_ Kinerja
PemerintahanDaerah dan - (Outcome)/ Kegiatan Program Program dan
Program/ Kegiatan/ Sub  (Output)/ SubKegiatan (Renstra Kegiatan per
Kegiatan (Specific Output) PD)Tahun | TTWlanll
2 2024 2024
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, EWLUD"”';;‘”L‘:;O&‘”;TW ABRER:
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah yang 9 Laporan 5 Laporan
Daerah § a0
Terkonsolidasi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian 'éu;ﬂha;:::m die ;gﬁilxﬁmas"
luntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Tuntutan Perbendaharaan dan 2 Dokumen 0 Dokumen
Kerugian Daerah
Tuntutan
o Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Penyusunan Analisis Laporan .
> S Laporan Pertanggungjawaban 1 Dokumen 1 Dokumen
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis | Jumlah Kebijakan dan Panduan
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Teknis Operasional Penyelenggaraan 3 Dokumen 3 Dokumen
Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah
. : Jumlah Orang vang Mengikuti
Pembinaan Akuntanst, Pelaporan dan p 3 .
; : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
), 1 ]
Le;rl:::tlng%ung]“z;abnn Peakcnish Pertanggungjawaban Pemerintah L00rang 00rang
pa Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Dibina 13 Lembaga 0 Lembaga
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | 2 Laporan 2 Laporan
Keuangan Daerah Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 0 Laporan 0 Laporan
D,
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Dana D t s Mecicae
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Dacrah Lingkup Roleemeliont Lapaun Femeribnmm. .. | 5k spionho 3 Laporan
Keuangan Daerah
Implementsi dan Pemelibaraan Sistem | ah Dekumen Hasil Implementasi
[nformasi Pemerintah Daerah Bidang Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen
Keuangan Daerah
Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah ;gnﬂ;};;ﬁgi {:;ﬁ:gg:i:;?“
Daerah Bidang Keuangan Daerah fra . 150 Orang 0 Orang
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemenintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK Laporan Neraca Aset Barang
DAERAH Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
= Jumlah Dokumen Pencatatan Aset
Pengelolaan Barang Milik Daerah Boang Milkk Diceah 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik @acrah Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyyisunan Kebijakan Peflgelolaan Barang | Jumlah Kebijakan Pengelolaan
Milif Daerah /ﬁ Batang Milik Dastah 1 Dokumen 1 Dokumen
- Jumlah Laporan Penatausahaan
P?/ntausaham Ban}n{ Milik Daerah Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan
. o Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi
/{wemunsasx Bz:pang. Milik Daerah (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan
- Jumlah [ Hasil Pen
| PengamanayBarang Mtk Dacrah e asil Pengamanan | 1 ) 3p.oran 1 Laporan
/ = Jumlah Laporai;x Hasil Pcnilaia;]n 1 Laporan 1 Laporan
. s Barang Milik Daerah dan Hasi
~{Perilyfin Barkeg Witi-Dogggh Koordinasi Penilaian Barang Milik

Daerah




/ . -
7 g
/ ~ adan Pen an Dan A‘aer Daerah
p L /gclarm

‘ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan S 3
Pengawasan dan Pengendalian Pengelol ) —
B:trlfr;:g m Daﬁ;ﬁgm ATt da_n‘Pengenda]mn Pengelolaan Barang |1 Laporan , "0 Laporan
Milik Daerah ‘
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, ;ﬁﬁﬁ%ﬁ;:ﬁ?;ﬂ“m"h““ k/ /
Pemu " . D, " = ’
p::;&ddﬂsliﬁg;ﬁ;} I gﬁm dan - dahtanganan,, Pemsnabian, dai 1 Dokdmen Dokumen
P & Penghapusan Barang Milik Daerah /
Target Realisasi
Kinerja Target
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
PemerintahanDaerah dan (Outcome)/ Kegiatan Program Program dan
Program/ Kegiatan/ Sub (Output)/ SubKegiatan (Renstra Kegiatan per
Kegiatan (Specific Output) PD) Tahun Triwulan i1
2024 Tahun
2024
i Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jang Diswfun g 1 Laporan 1 Laporan
. " Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik > -
e Pembinaan Pengelolaan Barang Milik | 150 Orang 150 Orang
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: E-Dalev, 2024.

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat
Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 46,99%. Namun evaluasi
kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian
output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian
kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat
kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan .
Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan
proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang
ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga
atau situasional/insidentil mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran
sebelumnya. Dengan demikian Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Badan

Pengelol;&n Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun berjalan ini
dilakuk)éln demi mepicapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi serta rasionalisasi

padq/ beberapzy’belanja kegiatan yang memungkinkan terwujudnya optimalisasi
capa/an kinex;jé pada program kegiatan lebih diprioritaskan berpedoman pada
pe Ituran da/n kebijakan yang ada. Hal ini dapat dimonitor dari evaluasi berkala atas

mua p gram kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.
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2.2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT /

:’72“_ e . Badan ﬁg&lﬁlﬁﬁll‘:
/ _;Lr"’"?Z o<

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengg‘l(/)laan keuangan dan aset
daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud,
dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan
oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam
Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kota
Samarinda. Berdasarkan proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran
2024 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tidak
terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat. Hal tersebut terjadi
karena usulan program tersebut bersifat teknis dan langsung kepada masyarakat,
sehingga pada tahun 2024 penyalurannya hanya terdapat pada Perangkat Daerah
teknis, dan tidak terdapat pada Perangkat Daerah pendukung seperti Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (BPKAD) KOTA S ARlNéA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROV]N§I/ /
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bida keuangan,
selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global‘dén regional,/ pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang pemberday#hn masyarakat
dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur

maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/
Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan
membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut
dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantann Timur berupaya
melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat
(people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat
(participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada
masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (intergenerational

equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global,
regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang
dijabarkangdalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan,
mema]u&Z] (masyaral(.t) Kota Samarinda agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu
daerah /dan kese;ahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam

mewujudkan da_ya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

//Dalam réngka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda, maka
QKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah

——

gayréemakm memng efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada

ema pembangunan daerah dalam RKPD

/
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Kota Samarinda Tahun 2024, yaitu Pembangunan SDM dan Pen

Kawasan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai tabl?/b

Indikator
i Program
Misi 3 Sasaran Strategi Kinerja
Prioritas
Sasaran
Mewujudkan Meningkatnya | Reformasi | Opini ® 1. Prg’gram
perekonomian kualitas Birokrasi Laporan Pengelolaan
kota yang maju, | laporan dan Keuangan Keuangan
mandiri, Keuangan Penguatan Daerah
berkerakyatan Pemerintah Tata Kelola 2.Program
dan berkeadilan | Daerah dan Pemerintah Pengelolaan
Akuntabilitas an Barang
Kinerja Milik
Daerah

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, maka BPKAD Kota

Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

* Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan
penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:

1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas
Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD;
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peningkatan kufflitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah:;

3. F’é’l‘ingkatan,‘{{ualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD,
terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai
dengan pemlalan aset pada tahun 2023), perencanaan, kebijakan serta
,/ per Acanaan standar kebutuhan aset per Badan Pengelolaan Keuangan dan

» g = tﬁaerahd{g_ta\ﬁamarmdra (BPKAD), serta tingkat kesesuaian antara nilai

/ /’ ,/aset pada Neraca KeWeraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM
, 7 - Pengelola Aset; dan e :
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4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Akuntabel dan Tepat Waktu. /

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA BPKAD KOTA SA/M‘;QRINDA

Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pa}é' Renstra BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda/ tahun 2021-
2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarind tahun 2023/

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka
menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3).
BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan
menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan PD:

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan,
standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatnya Pelayanan yang
Akuntable.

Sasaran PD:
Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas
Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka
menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3).
BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan
sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Sasaran/ Target
(Definisi Operasional) 2020 2021 | 2022 2023[2024 | 2025 | 2026
2

Meningkatnya Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan

Akuntabilitas Kinerja
Opinil#poran’g('éuangan n/a | WTP | WTP | WTP |WTP | WTP | WTP
Formyilasi= Opini BPK terhdap
an Kgﬂanganmmtah\ i
| Kota Samarinda - [~
/ e

-
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Misi: Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi
dengan memberi ruang bagi partisipan masyrakat.
Tujuan
Meningkatnya Nilai LPPD 3,4% 34% 3,55%
1 Pelayanan yang
Akuntable
Sasaran
Meningkatnya kualitas |Persentase Perangkat WTP WTP WTP
laporan Keuangan Daerah yang
Pemerintah Daerah Menyampaikan Laporan
1 |dan Akuntabilitas Keuangan Tepat Waktu
Kinerja

3.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda
pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada
Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan
sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai,
dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan
kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub
kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan,
dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peratuyan Menteri #Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan DJn)enklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
da /

enteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

bangunan dan Keuangan.

a Dan Aset Daerah




Ruang lingkup rencana program, kegiatén,"dan su‘b——l?agma___ yang telah
ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebu proseZ bisnis
(business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pémerintah
Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuang'::ln dan Aget Daerah.
Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota S/‘(marmda adalah sebagai
berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program
rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur
perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan
keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum
dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

secara langsung mendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Samarinda (BPKAD). Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Penagai Negeri Sipil;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah/ Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pe
D:?érah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pembangunan ]a;,n/gka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

/
angunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
/

6. eratm?n Menterl Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

/%Pemeﬁntahan-Bma\
/ Peraturan Menteri Dalam i Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
/ ﬁ]@sn dan Nomenklatur-—Pe’rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;

/m7 /’““"" o ‘=‘:::mf==-‘:;;_:1,ﬂ e EE e rEtn R s e R e W S T IS TR T T ST T RS T T s e ©
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapo/an dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; /,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 t{gr{tang Pedoman Teknis

rd

Pengelolaan Keuangan Daerah; /

L
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sist#m Manajemen

Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai

berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), dengan sub kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Samarinda (BPKAD).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

c¢. Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

(BPKAD).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Samarinda (BPKAD), dengan sub kegiatan:

a. Perﬁedlaan Gajl dan Tunjangan ASN ;

b. P,ényedlaan Admmlstrasn Pelaksanaan Tugas ASN; dan

G /f(oordmasf dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3 nglatan Admmlstram Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
/Samarl da (BPKAD] dengan sub kegiatan:

L ‘.-a..._
~] enyedlaan Kompone: nstalasi LIStl"lk/ Penerangan Bangunan Kantor;

/ i

/
/ / Penyedlaan PeraIatan dzin/Bao]engkqpan Kantor,
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c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan /
/

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang—undg;éan; /
/
g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SﬁPD. ./

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

dengan sub kegiatan:
a. Pengadaan Mebel

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub

kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.
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PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program te rL:s/\réng diampu oleh
Bid

Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, se idang Akuntansi.
Program tersebut mendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keu gan dan set Daerah
Kota Samarinda (BPKAD) yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengélolaan Keu gan Daerah
dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaianﬁokumen Perencanaan dan
Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3)
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi
Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan

(6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodeﬁk?si dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
®
9. Peratljr’rjan Menter}'balam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan M’enteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Z)lﬁkas;, ‘dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

/&erg?éuam Pembangunan dan Keuangan.
o
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Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dar
sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah wampu oyh Bidang
Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; ‘/ ,

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPA‘S;
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

f.  Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

g Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
i.  Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
j.  Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
c Peryiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
.

d P natausahaap"Pembiayaan Daerabh;

Pd
/Koordmasy, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

®

/ Pengelo]aan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

Koopdinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
_dengan Le: Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

/" /g /Koordlna_si\d'am nan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
/ / Kas Daerah, Laporan AliramKas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan
‘dan Penyetoran Perhltu/_ganflha etiga (PFK);

2 -alﬁ—_r-—-'—(-ﬁ_'\—c\. D it —
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Daerah sebagai Optimalisasi Kas; //
i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas ;/erta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait; F

®
j.  Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Ber{aitan dengan

Penerimaan  dan  Pengeluaran Kas serta  Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
(diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;

€. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah
f.  Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

g Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/ Kota; dan

i. Pe ’binaan Per!glolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.

!.,
/

4. Kegiatan Penge!ﬁiaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
L' kup Keu;f]gan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:

/lmplementa51 dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang

Keuahgan Daerah
/115 binaan Sitem_Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

_ / /Pemerintah Kabupaten/Kota:
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oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan pl;ff,:ram teknis/yang diampu
oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung
Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD):
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran:
Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset

pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Penatausahaan Barang Milik Daerabh;

4. lnventﬁ?isasi BarangMilik Daerah;

5. Pengémanan Bar'é{ﬁg Milik Daerah;

6. Per{llalan Barang Milik Daerah;

7. O/ptxmalwaSI Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan

/,,Pengl{ pusaa—Ba;gmg\th Daerah;

Daerah; dan

-
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3.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHU/{2024-
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Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja){adan Pepgelolaaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun ZOZ}/tetap mengacu pada
kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat’dan Pemerintah Provinsi.
Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang
berkembang terkait situasi Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk
menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan

tingkat daerah.

Rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan
yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per
kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan
rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja
pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada
APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah
rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu
mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas
dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja
tidak langsung juga diakomodir dalam rencana kerja tahun 2024, pengalokasian
anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai
pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Samarinda.

F:;fa Tahun 2}324, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem
Informasi Badan Féngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD)
(SIPP), sesuaiﬁﬂéngan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentar;g’ Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

l‘fomenklafur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

/ S i
J/ i

’/J"

2 o s s e R P T s e P TR S e e  eate [l

—

/T,-Q__‘_




00" 000 000" DOK 00°000 00 008 O0'004 {ETELS ) b ¥ ¥ e ) Bue el Lo eI | i
0

(vl iV | 9By “mou epupaey
|18V MV avONId) “epusiewses moy BODO0D000SE|  O0'o0ueon o5k 00'000 STOBOZ Mwgmas| g w5 st 5 Vg i § NP ONG ThamA 101} 180T Y e ey

§
i}

“rpuyuses oy 00000 Z1L S60T 00 D00 000 008 T D0'00% ToL €L e sps| 1 Vg sl 21 L3 il g sl L uea

Ii.!:l Argmpasi) Bued K0iuey Ueurdhuey
s moy 00’000 DOO"00E 0" 000 D00 0OF | 00°000' 00 TEL i e 143 Ay T L4 [ e a1 .

560 [ 90 E 10 ]
‘g
0000 000055 Y| 0’000 000 0SS Y 00000 STEToV L o) it i RSO0 ¢ oy g U g G Y | 24T |to| §
s oy
- L
00000 005 S¥ 00005 000 05 00’060 000 05 nsodey ¢ i) [ I3 i) || umiodr) WP Qe unige | B U s ey
O R R

(aval pvuava| - Do ‘eioy spumes | uangon NSV Y unnsgeied
15Y MVAVdYONTd | el e moy O0SITEMAESE |  00'SOL E9N HETT O0SEF LIEVUWT sunyad R i) 75 aio 15 Lol 3 Bueip rg

()
/
/ /

i f ] 900 e
7 WAV S R, i
4 F 4
/
b st /
% | /
v ’ﬁ,, v Hvivn | iog mon spupres | /
o | Ll uepa/iur 18 VUG | g i sojey 1m urieiune sy DOLEVHSH WSS U] 00U SISV IE| 00y 00Y 66l S e 1| vepausio 1 W i Pmi) (0] v ueluekon | uep dn s siey Busd Bue i yepny /

.

7

N0 TIONd ROV | 00’0 A bochry [ ate] Unngetsn shinad oy vant g | OOTYH GLL ML VE | DOTRY STE VI P OO'EEW LES T % e ode) ¢ e sode) | 5L U] g gy e

ezt
VOV i) BABA U mAR B TR f /
¥LOA WVUIVG A UsAmyed U | I
LESY WD NVORVN | \weeg 1QEVLNE LD peuarsa) 0 1] BueA yw ssep (avdl iviva | wing ‘wow purewes i ]
NOVITTISN S WOV ' -—aryy IEiag| ey bied epopey mm umefumed ¢ i ‘et E0% 00'006 005 $¥ 00°000 000°05. O 000 000 0 | ode ¢ ummdey of [ usunyog ¥ | Aiktiag ol 1 yepny } |
™8 TR e 7o
T N f
| N
VONDIVIAYS g B ey e, 0%
LO% HnE v WP ey Lty iumied Ly gy Y ¢ oy sede \S
LTSV NV NSV Y tpwag QR 48 R iofuag ot Buek e sy iy gt { \
NVYIOTIRA I MVY oo'e wesde y WM | ummge nd sjopey € sneame | ISV W avavimi | ‘TP ey o 00000 052 #9) 00000 000 5¢ O D00 000 52 sody | s sode | t 1 usgo() | gy Ay e of s Leede ) Us rode qepey i | L
T i ] d

3
' |\
VN ik B LAy g b | 7
VIO HVHTVO W] UmmAryd veyrumiod yaun \
135V NV NVORNTIEY yeweq) N g D prcesao ) BuBA ue sy (Ovd) Wviiva | wling ‘riox mpuymues | {
N4 NV o0, sy § ] s oy ey ueseomed ¢ v 0OVOTOSLETT]  00'000000°5CT 00°000°000 521 o0 w—n_yog § 5 5 i
) d

A0 IV {
5% NV NVONVITIN ...Iu.n‘..v! 1 \
NVVIOTIOM 4 WOV oo 0% - 00’000 B0O 05T 00’000 D00 5 00° 000 00 U5 L N L N ey _Iv‘l_}l 10|
=
veva
000 ) DOCLYTICLSs| ooLiYTrviess|  aoTezyeEs T s - oo % o | sun w
A T A | 1%
C | DOToL WIT IV £91| GOCH v e ST RET X
Breve ot DUULT UHIGe5 97 L| GOEIE VY3 (V6 T91| OOCHIFvE 30T GLT !
o [l L] [ 3T 3T T i T T o 3 7 {3 N
\eery ooy 0T Y VEOE G pmsas o SROCUEL. | s iy b /.r.
e Wit § ) ey oy L unsenes g mqung Lt ¢ 00 VINTY ppafating O sy [ T—— S p— anlay o | ey
) i ing ool T o ) peueyll (St apouses inppy 1bin g oy sty By | gy
veoz ureev




gy -

Y
\ e
", o). i A sy perBiing
\ on v [N WP A ey s 2
\ ..M.!ﬁii ] PP R U a0 50 BB e (crva) bvaiave) | g ‘mox epusmieg s B
Y NV N\ 00'0 Ay s | g I ek R G sy TV NV I VO | TP RS mON 00'D00 00000'E | 60’0000 0N E. 0 D00 05T 0%L I s | ) e Y M | iad
| WL W b Wi, CEULEE
] - \
(o) viing "wioy pu PSR A/
1SV N VO PPARMRSOON|  Q000000000SE|  OO0OTOIU00SE|  uo'Oet TSTEST 1] Bunpall | iy Bunpall | )
i e L
ving
0000000 DOTT|  O0"D00 00000T T 00’056 EVE ¥ wang wng wn ¢ ) B BAE | Loy U SR 1. ey
] 3[000| T (T 28] 5|
(Ovdl Hviiwa | sliog "mox epuymwes RAURIIETY g UND B Y SARQIP LEP 1 1eyad)
+ A 00 D00 00V'HE0T| 00000000 000 § 00000 LY 399 it 10 99 % " 1) 95 | Burd urBurdn) st o S0 UL R RpUD Y T
— (T[] %]
sidng g
TR, H0Y ooooToo0iss| oo el w99 wn 9 L) o5 1 93
URPIRpRY Oi ey
] e
DIy s g uran Bus s g | i
STO000C TSI G| 00000 0000SYE|  ODEESITRGE Wy o o "t N YT o mggeiay e ade)| e w Boe e e mawnng | | gort 5
11N
¥,
v oty .
A (avalivaava | sBng o epu g rp— wesodn) [re——— ¥ \
f O0'0EY (5T kid 'E|  OO0LY (0L WISE 000 £9E'50% N g ang g ey evep AL Y g
i i a g i %] 7]
% _\
fiom a wsodmy /
iy, ke ) OO | I e B0 rA yE aep, (Owel) HvesTwl w8 Ty epus s ey ] ) Fusrd g0 ) sy e \__
o0'0| vemARquisg By 98 s iag gy R asad ey 1) ARG - || 0O0ORSLTTIZ |  OU0OF ST TWT 00000 0PC 64 | 1l 1o ux mARqUIsg Ry 9O e ks . 9% bl aqing 1 ey ¥
i B M o LR o
\\ / .L___ f
S woNiin i B A Umerisg 5 / 4
S vionmaiva VRS ARy v e 1 {
135V NVC NIV uaeq P R v 3 A G S - . /
NVVIO TN NV oo'o) mjod 1 Uy | e 10 wad ey €30 LTIy DU OCT EAU GEL Y| O0'OCE ERE6LL ¥ 0'000 L0 unio0¥] | uiode 1 ums0dey | sy umRpalusy weode]| unny) bl d L ey &
/ 1
{ /
N, i BuA oAy (iU J
vi0H MG N urnAneo Unw e ymOn |
LISV WV NVERYTI S ey 1qrIun g unp gruo-sajo sl Bued yr eep lered) HWiIVE | 3n0Q 0o spupeues ]
1IN NPV 00’0 50 ey L L e Fojen #37 DR REL 00 000000004 || 00000 000 004 T 00000 05 1 WO ks S A jacgoid |oae g yspuing i |
1
] ./ I\
| Nl
NIV Ry DA umumAnyag uriernBineg | |
VIO VIV il o Ayaet oy gmsed v | ey
LISV WVO VORI Wrw| U D pruceso K BueA ye eep sy g \
NV IO I0M MYV | 00'0, uriodey | AR | g ot Mgy i e - 00000 000'00/ 1| 00'000 000'00¢ T 10/000 05T 90 ueiodiy wride [ msode) | ey e 1 urepmusy |
|
/ 'K
OB ) Bt eseAnya d ivierdha g ]
VAON HVHTIVO AR Urmdegec LreBuRisd sjen
LIS NVCT NN I Ewa()| e Uep wuoesago d Busk yp ep. G \
TN NV oU'D|  ummdn) s 05 Ay | s sed oy on unefomeg C0'00T D00 006 00°0001 000 D05 00°000 051636, RO (i 0 | U Ot 0 o5 o R s }
L . 4 S
1 i | i
VOIS 11g IR U U peri \ \ \|
V10 v | e AR ey s g A A
LISV NVO NWONYTI IS | oy yeseq) VRN P oo i BRA e e (ava) IViEIWO | g ‘a0 epia my - o) A ey A 1
WOV Ll oy 01 | JeUa | g s Hojes G Ul 15V NVIVAVONIS. BRI 60) 00000 000 D52 00000 00 152 00'000 000' 25 i dr ) aeSuogquscy 07 | ueaoceoy 01 umBua quiol 0T g el in SO U008 ) (e \ \
LTS
N \
\
OIS g A v Aryag mserdhe | A _/
VI04 HAEIVO N e UmAeyac e huniad 4 / I\
LISV N NVONVTI I usimog) yusag IR U UED jra0rajoid Busd yr ssep | (Pvd) ivIVO | B WOy tpun ey, U TROC) Loy A A L . ‘
el ) oa'e ioquy 1805 009Y | eghming | unnumead gy ne msluuay 115V NV LV 4N P e 00°000 000 05 00°006 000 05 DU'000 OOY AL |  UoUINGOL) MU IS (R | ROEN I 115 D0RY ot b /7, \
(04 33 L1} 43 9T W (11 (13 i o1 [] L) [ ¥y 5 <
-
a0 e »eor ony Oy ETOLumE] e
g | () e e i g g wng wgung ey e Feap i o * | covmm Pt i i et ey et T
e e e yodum T .lil.ﬂo B v sy foesey By winic




i

e
\ gl - Rianiiite] | AT YERUSP G4
. b ? o L] % e war. w4 £
v . 00SEVYESIYY wsmnag | ey S0y A s w0 i 5 [TV ALV O | o e mox wr'seyvesost| 00005 mev ety 00'005 ¥97 623 sy sigivog 1 1 1 oo | yepang
., Y - TR WGP (i 36 Seie UeBuniou s FO IOVl | 500 | E07 | 78] 5]
\ N \,
q}! R a0 Ilegh e e |
A VIO HVEIVG esaqpy A
e \, eseg v  —
AV wumyog ahetsn e e v e ov'osE oL e TO0UEN T 00'000 570 55 | a0 ] e ¢
. 3\ i TR iR b -
T X
o) T, ._
Ly
| \ Okt e o by g
e / / U s Ay 8 ke ] S0 e e
r | e e sy e Uode) L (14d) el WL
IS \ ] oy o
LNy 1 . (Pval b WO R i ] Raind o SE R D g S R ]
H o' 5] e gk lf/ g Ay 1 uary we o § r [t d 00006 THY 3 00°000 060901 00°000'SHE 25 oo | im0} | i L) unsode} | ol
; ; T —~—— Ty A TR L T T R W [ | [
{ i 1} N ®
. ey
] i . o0/ 10p g e
| 1V s v ] [ g,
L) Myove['  oo'sew } ] iy Ay g o g toortowess| 00000 wewsy o0'00% T s by weaoq { 3 v 00w T [ 00
7 1 i ~ T i TR IO R 75
] wanigwvs|
Vi g A 2 | ) unp el g iag () verpnaius g
18y Nva | “ f e lewval kv e T A 3oy
NV 00" 0 LI Lmuninag) | By / Vg A L, i o b i EnaEg 0060508 €91 OU'05E W02 64 00'0SE GOT LT Udargag [ sanyeg) | i & .o A VRY TR B | T 00 S Lo ) ety
f T 7 " ] L TR TR P CIEHEEEE
vt D § ]
.ﬁu:s.uu _- ] Jo [ ey e gy
VO IS o [ ey S0 A Vi, 0 1§ IV NV VAVONGd | ST wpu mues moy 000SE DLW 00'000 SHIES | 00" 00T S¥ €5 Vs 1 uesnanq) | T L msode] 1
: i I L] 1]
AN O/
LY W YOV ] lovalivava|  enios mesusey Qs i s vy &
NIOTIN I YOV sc Wt s 1 e atd A | v o § 15 MvivavOnld | evwss wpumamsmon | cotevorsies|  so'mousrace 00'0FY 068'0LE Gy | wmeniog ¢ In o) G0 Ly g | R o] g r
e Y THE g T 7]
4 +
/ v ]
/v i / ] e I P ] \
/ evovs| [/ wroogfearson e soudr | ] ] e 1 Y v wavoRes | wneees ‘wpus mms mox 056 0T BY r00e IO LS 00000 060901 rmon | wewsadin § t t et e e L L R e —

;q

é
Ei
il
|
:
|
|

|

ixw uraen qwag
MO TEANGS iy iy A e e 0 §
.y
115V NVO) / (g o ey o g
NP0 OOBES LINGLET g S § ey g M) e w0 L oo tee]  o0'th e 168 ov'ovs st e R e § oy spm 5 9 ) $ 1 U s i
/ey
o ey {ovd ivE O eney, Cume ey | LT e e pe————"
Y 00USEHT NS B ity 001 e, Wi A 1 weiBo g 5 Y s LA at gdt] 00'00% WK 149 00000 S0 S Bues) | tawag | 051 in) Ot L¥ L) e
weatifan
g (aval e | s usesaoey ity
0061 ATRLL BaEoq 1| L LN WY N | e e ad S G VAWUN I | 0N ‘vpulieusts oy 'S 06T LY 00’005 990°¥BL 00 MY 2L g L w0 | 1 T rayiley | i ey
L RV
LR ] (Ovl vivu VO e, "y e,
00'9NL LAY LI WanYor AR iy A iy e o -y VLTSSt 00005 L8Y TR 00004 S0 i Ay YOG 1 1| e Otdv \pmr
W e
s
e LT TRV o e s, | B ) e e ) B | )
00'00F w36 V05 e § ] Wiy A s e Bong 5 | IS NLVavONTA | e wpu s mox 0S¥ 9065 00'005 T LvE 00000 082 % a0 o t 1| mmmimepegp|  emeag RIS RIS AN |
T i TRV ¥
ey ! Y
\maeg (ovalinava] s unesaooy | .
00’04 L 1T LT uswnya) ¢ ey g o) i e g (TISY N, WAV | Prvuss s s, 510 | 00'COC LYY'LS. O'G0L CELHS 00°000 2T 5H awngxg Amianoog | 1 1] e | g sahar BaeA Claes, wat) d |
- 4
g {owd) v e |
00500 60 vk umwnyoq 1. g Wil D) LIS il B0 id ' - LTS N VavONGd -.il«...!«!laln- 00' V06 120 68 00'D0Y Y &0 00005 ERT FE i L) t usimyen | 1) A S -] ey
= T 1 /
ey {awal vvniva T Uy 1
0005L TITELE AmmmYOQ L i kg Aary s, om0 i Y NVLVAVOR | Biuag Tpulmies, #iox | OO LEEVE 2TY 00'08T e BT 00°000 STL SR US| rasggon | 1 t miinog) [ Lk L) VN LGN 13 4 puin |
\
g S U e \
o'oY, uatmyg i g S0 A Lty B0 ] W | v CEp s E0Y AU RY 0U'DOT B0Y'SEE 00'000" 5L 5K unag 1 uauaTioq | 1 T 8wy T TVER M) IIA GolS- VY| \ |
\ 1
) tansreng Busd \ 1
O0'00¥ S BIT uamnyog | ] Sl Ay 11w e O by ' 2 .3:! Q.!_r llln...[.!l.. 001 OTY 9T ODOTAL TR 00000 AL ZRZ o T wseanoq | X 3 L L R o] ey \ 1
el g D VT R i oI
) v
uemegy F.._...s.! \ YR b o
00°00Y SYSWIE wraog 1| L atet] SgAp s wedoni ) lisvmv. !...J..a.s._.x!a. W ER6 0L 00°00E 240 (0L 00°P00 BITLIZ ewngad wasnog | 1 v umwnreq | s} BIA S 4 D W WSO Ny N\ \ i
By
L i
ey twieq \ LY A
0089 exsvoi ¢ | usumyag iy 04 A |y o B § o I R L 00'00F 649 UTOL | wo'aon L9 S0 E Ve 2 o0 ¢ T ) o £ | wo'e|eo)ca A
00 E0Y OTE 020N e bader QO'SHY SUTEYEE| 000GV TINSGLYLL]  Ow'ess pET 8L LS ead o) | 1 ] oo | e U U8 Rar) NI TN FIVIDOUY /1 | 5 ( A
(3] (1] i N 51 - [i] T 118 ot & L) T L] 5 ¥ [3
.
ey ey oL v pene cm wprasy ey b e -
(o0 e g g s g waans o i ' oowen | | s vamey peeaith [ it
ooy T 180y vy g g :._!E!..siaﬂi
[ Stor o ey e | PR 78 R O b e "




gy
{ovd) b i Uy e i) v B seg urgrangay |
W AR s e B0 G “iwv I oa'e o' 06000 $YO'ES uawngag | | o) | i ofoo ooz ¥ " Y e g e § e
T e W e R
waqfan
lcwa) vwramen S ey
g Ay, i B 1 S TISY NVLVIVON | Eniiss “spunsmuses @108 oa'a o0'e 04’000 060°90T | Laumgw | usiuniad | i € it P T i Busd sl apus qemy
fadad]
A0t A 1 el i 5 OOTO0 D00 REE YL | nO'DATOOE WS Pl |  ou'tes DeT e L sangog | umsngeq [ L a i L rssg
O0VZU V64 C0N 0N | 00000000 BEEPL|  OOTRS BEO (RELT e sodn | s i 9 usnyq § | e ueBurnay e iode ]| BRIV NVYIO T 9N MIVIION 4|
essalfen o fummdngey
(evd) rviva | ervsps ey | g
T D) Vel e B g - |mw U "B LIRS 108 LO'O5E B SST 00054 L9 W OU'DSLEFTBIE Bumin g5 Burio 0§ Lo o | £1 |jmeuji sy
T Gar
/ p— =
favd) vvgava e e ] By T ] A ] I B PN ) WA
d Mg A | g a0 b ' 0 it d UL TIFOLL 00" 0L T I 0005 TYY B3 Ay 1 ) | T ¥ vrode) |
N samg) udBunma dragihry
194900 b S IOMI (e,
g D L B b § OU'00N TE LEL 00'00§ 5L 4L 00'005 STE LEL \miodn ¢ Amsoow) ¢ 4 9| bleasdd oy
AN
e sy
Yy B L] 00000 000 800 rE | 00'000"000 000 06 Ut Ut 0 4 0} 000 000'000 05 1y
~u -
4 o) By e
00000 00T D00 KT | 00°000 00N B00'NC | 0u'n0g 00000008 4 ] 3 B et o) s 4
g
P P 0] | neafn
{ g g,
W ENIL Eeque £ 1 | e} M A s e g S SRPULS TN |15V N LYV | e ‘e s maoy 000D DRY L2 | 04°DOG N 28 00°000 DAT £1E lequia | o Bued
A i L ] ]
7 /
R T "y
/ Niox | rURARS e L mouneanaey | \
Lasw VT / yemeg ueg wepa g | (ovd) e | v Uy
/ ENIY 00T EW WS iy 05 7 ey S Aigy i e s NVIVAWTNd | o oU' 0000 05¥ 065 00'D00°05Y IS, Buwig 051 om0 b51 o5t 1 ey ¢ IR N e puquss g gy BumA Bums) png
T ] =
¥ i v —_— —
/ L
o e pem iy el
] - g enuag
L wion; JOOSEEELYIL by | sy W A s e e 1§ R FONLd | Bty bl 00005 veL {11 00'D05 P6L TTT 00'00% ¥U 11T Samnyag) uawmyad € 3 a payley e, g
2 r 4 PR TR,
Euﬁ ARy s o s rrape
e ssngy - ey efy e ypLy U N @ 4 /
TENINVOVE| 0000/ T4L 601 ] ey A seigans G VAR 60| 00000 D60 907 007000 06090 00’00 060 %38 Usangn uanyog | ) 148100 MY T L TNOr] ¥
T TN
i
\ — L ._\
L O HVHV AT WO g/ A ienEy iy | f
5V NVO NN e U [ITEET—. ey UL | D e a8, ON | R .___
WVIOTIONI NV OOOSE TS ey ) ey [ 00000 S 00°000 510 €5 b ¢ vavnNeG 1 o  wumpbupy ot iy J
AL T 53| 600 |
7 7
OIS "y
103 VG unmAnpad oL magfmy
ISV NVO VOV rsdn(y| veq g INEGHOTICY it | BAARA LR ] grius st Lty {
NV IOTIEN S NVOVE 00°00% 060 £E¥ umsode) § sty Ml A i i § SEIRGES ey Y i % 00000 0% VoY 00 DO IHE PLY 00'000 09 KE¥ uk oon | uesode) § o o e ) *:lgd.iilltuil!ilq
IR, el
]
OIS | / f
WIDA ISV AR ey wxspo| |
LISV NV MDY [y e demaawagod | (Ovi) ivivo | enues umpearsoy| i!lj..!l..a.:ii-a | \ {
NV IO TIONT NVOVY 00'00¢ TLE 60T ode] g1 ey g Ay g g 00000 060 B 00°000 V60301 00000 060 33T mode gl | e sod) §T Y M Ty | ¥, ] .
T O ' B i
// | K |
VO g ! ] | ]
VIOU IV, mAnge g B wsqfey| ey U “O-urredepung | | {
LIS N NVONVTITX maeg e faval e, “UrEARIGUIS | '8 IR UR) R g T "y |
b rguiag g A L 0 ) SRR ISRy |15V eniuag “epuLmues £19) 00'000'SET 651 00000 ST 651 00000 SCT 651 s 21| usumye0 £y 13 v o) [SERLISA P (ML R4 5T S TanOD) ey -
W TR ! na au lﬁ‘
VNI L H. _ {
VIO VD UsumARad e op U wea/e
L35 NV NVONVITIN ey g e e ase) vy i f
NVWITTIEN I NVOVI 00" EHE 930 SEE i s0chr ) 9 | it S Ay L el iy S = s DO0SL LEYSTE 00'05L" 219518 0005 LY SIE ke | 95 nsode) 9 ”* et b i 1 .hl
:
1ONHNIVO Urumdrge peuap, \ g || \ !
LISV NVG NVONYT T iy g () ey ragod Oy | vy nodppg
WO NV BO'RITELE RLOE T S Ay g A B 000N L ML | DUV ESEWID L ST THE LT T el £ T S | 3 a g S ithais 6] way l% |
00 MG g/ \ \ }
LISV N NI e (oval vongava| g use ey IIONNIRIRANGE N} YL St \ M
N0 TN NV | DO'OSTHI NS i o5 1 T 344 M e sy o o 5 L O “BPULES E1| 00" LT VT o000 SET 65T 00'000 500 2% By 002 Bta) G0 ooz ] USRI || e s gt BumA Bue i) uspuing \ |
] 5
—
vonives | /
Va0 v L ] s
LISV YT NVORVIYIY L] ey Pty \
[ DEER LY VY usiingoq) 1 i ST MY s, o o by % 15V WYL VWO | P ‘epaarn moy 0590 0% 059 00'D5E DET S1L 00056 0T 0 Um0 | g | I 3| mangag Pnd it whina %
] w1 ]
24 & 1 bl [ ot [ L] T € 5
EraL ey - L
e DL Ry Oy wpntas -
B e (eeTr—— wan; ey - i e squns oo g i T | s | S | commey ey gns oy unory aw gy AL
) e e o ooy L T) —SeacwdE] #poyed mppy el 1 01 s o [y
T ey |7




SOOSTEOT K — 00°000505 568 _

1]
Wy ST l!!..!r-_lini.-.!ia!i

.

e P

e

o~ T

VAON HVIVE
LISV NV NVOINVT LN

NYWRTTION 4 MOV QU050 606 91

o 7

ey ol s
geseer jedhmi

e v veefen | udo g KAk

b f s Boagen f ey



PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan l}set Daerah (BPKAD)

S
Kota Samarinda Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dala}:i melaksanpakan tugas
dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. Renja ini mencae/rminkan komitmen kami
dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, ntabel, dan

berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan kerja
sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat,
serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh
elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan
yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga Renja BPKAD Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan yang
bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan
saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.
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